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ABSTRACT

Catch quota will be less effective to control fishing activities if catches are not monitored
properly. Limited support and participation of business players in fish monitoring program contribute
to the unreliability of fisheries statistics in many places, including Indonesia. To address this
challenge, Indonesia fisheries managers may consider to adapt catch monitoring system developed
and implemented by other fisheries management bodies. This study analyzed the process of
establishment of a monitoring system developed by the Commission for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna (CCSBT) in directing each affiliated country to monitor its catch quota. The
study was conducted in June-November 2020 by interviews and literature review. The data and
information were condensed and displayed to describe the development and implementation
processes of the catch documentation scheme (CDS), a monitoring system developed by the
CCSBT. CDS has been implemented regularly started by recording data of captured/cultured/traded
southern bluefin tuna (SBT) to submission of reports by fisheries authorities in a country. The process
of CDS implementation in Indonesia in the first ten years went through several stages and faced
various problem. This effort is a commitment of Indonesia to implement CDS among the tuna fishing
industries. One of the important outcomes is improved compliance of business players in reporting
their catch. In the implementation of new fisheries management regime in Indonesia, advocacy in
public awareness on fisheries crisis and provision of preliminary data should be two priority strategies
in bringing stakeholders to build an effective fish monitoring program.

Keywords: catch quota monitoring, collective action, participatory management, sense of
crisis.

ABSTRAK

Kuota hasil tangkapan akan menjadi tidak efektif untuk mengendalikan kegiatan penangkapan
ikan jika tidak disertai dengan pemantauan hasil tangkapan ikan yang benar. Berbagai upaya telah
dilakukan namun statistik produksi perikanan umumnya masih diragukan, termasuk di Indonesia.
Salah satu penyebabnya adalah ketidakutuhan data produksi akibat terbatasnya partisipasi dan
dukungan pelaku usaha. Dalam mengatasi masalah ini, para pengelola perikanan dapat
mempertimbangkan untuk mengadaptasi sistem pemantauan kuota yang telah dikembangkan dan
diterapkankan oleh badan pengelola perikanan lain. Penelitian ini bertujuan menguraikan proses
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yang diterapkan oleh Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dalam
mengembangkan sistem pemantauan yang menuntut setiap negara anggota memantau
pemanfaatan kuota yang diterimanya dengan benar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga
November 2020 melalui wawancara dan kajian pustaka. Data dan informasi yang diperoleh
kemudian diolah dengan pendekatan kondensasi dan disajikan dalam bentuk visual untuk
menggambarkan proses pengembangan dan penerapan catch documentation scheme (CDS),
sebuah sistem pemantauan kuota yang dikembangkan CCSBT. CDS diselenggarakan secara
teratur, mulai dari pencatatan data SBT yang ditangkap/dipelihara/diperdagangkan hingga
penyerahan laporan oleh otoritas perikanan di suatu negara. Proses penerapan CDS di Indonesia
pada sepuluh tahun pertama melalui beberapa tahapan dan menghadapi berbagai permasalahan.
Upaya tersebut sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menerapkan CDS di kalangan industri
perikanan tuna. Salah satu manfaat penting dari implementasi sistem ini adalah tingkat kepatuhan
para pelaku usaha yang semakin baik. Dalam menerapkan rezim pengelolaan perikanan baru di
Indonesia, strategi berupa advokasi untuk membangun kesadaran terjadinya krisis perikanan dan
penyediaan data awal harus menjadi prioritas utama dalam mengajak stakeholders membangun
program pemantauan hasil tangkapan/produksi perikanan yang efektif.

Kata kunci: pemantauan kuota penangkapan, pengelolaan partisipatif, sadar krisis, tindakan

bersama.

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen untuk
mengendalikan kegiatan penangkapan ikan
adalah  kuota penangkapan ikan yang
penetapannya bertujuan memastikan agar
jumlah ikan yang ditangkap nelayan tidak
melebihi potensi lestari sumber daya ikan atau
batas maksimum lain (Badiuzzaman et al. 2014;
Ernawati et al. 2015; Pilling et al. 2016; Zhang et
al. 2017; Hoshino et al. 2020;). Pengelola
perikanan biasanya kemudian menetapkan
kuota penangkapan ikan kepada para pelaku
usaha, baik berdasarkan jenis usaha maupun
kawasan (Purwanto et al. 2015; Newman et al.
2016; Ayers et al. 2018). Namun, alokasi kuota
penangkapan ikan tidak akan menjadi instrumen
yang efektif jika pengelola tidak melakukan
pemantauan berupa pencatatan jumlah ikan
yang ditangkap para pelaku usaha (Jaya 2015).
Kegiatan pencatatan hasil tangkapan ini
menuntut  partisipasi para pelaku usaha
mengingat merekalah pihak yang tahu tentang
jenis dan jumlah ikan yang ditangkap serta
kapan dan dimana ikan ditangkap. Tanpa sistem
pencatatan yang baik dan partisipasi para
pelaku usaha, kuota penangkapan ikan akan
mudah terlampaui (Brown et al. 2021).

Kepatuhan pelaku usaha terhadap kuota
penangkapan ikan yang dialokasikan
kepadanya sangat menentukan keberlanjutan
sumber daya ikan dan bisnis perikanan dalam
jangka panjang (Mayu et al. 2018; Suman et al.
2016; Oktaviyani et al. 2015). Berbagai upaya
telah dikembangkan dan diterapkan untuk
memantau  produksi ikan di Indonesia,
sebagaimana dilihat dari terbitnya Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pemantau Kapal
Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan,
serta Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Logbook Penangkapan Ikan. Namun,
penerapan peraturan ini masih menghadapi
sejumlah kendala, seperti tidak lengkapnya
data akibat pencatatan dan pelaporan yang
tidak benar oleh pelaku usaha perikanan
dengan berbagai alasan (Nugroho & Sufyan
2014; Rudiansyah 2015; Nugroho et al. 2017;
Yuniarta et al. 2017; Nurani et al. 2018; Khan
et al. 2020). Keadaan ini menyebabkan opsi-
opsi pengelolaan perikanan yang dibuat
pemerintah belum tentu sesuai dengan
kondisi dan permasalah yang terjadi
sebenarnya. Oleh karena itu, strategi lain
tampaknya perlu diterapkan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP
dan Pemerintah Provinsi dalam membangun
dan menerapkan sistem pemantauan
pencatatan hasil tangkapan. Strategi ini
menjadi semakin penting terutama dalam
rangka mewujudkan pengelolaan perikanan
berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI),
dimana keputusan dan pendekatan yang
diterapkan akan disesuaikan dengan kondisi
setiap  WPPNRI (BAPPENAS 2019;
Kusdiantoro et al. 2019).

Strategi lain yang perlu diterapkan oleh
KKP dalam menyempurnakan sistem
pemantauan perikanan yaitu  sistem
pemantauan hasil tangkapan dimana
berbagai pihak dituntut untuk memberikan
komitmen dukungan, termasuk kepatuhan
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terhadap sistem yang dibuat. Salah satu institusi
yang mengembangkan sistim pemantauan ini
adalah Commission for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna (CCSBT), suatu Regional
Fisheries Management Organization (RFMO).
Indonesia resmi menjadi anggota CCSBT sejak
tahun 2008. RFMO ini menetapkan jumlah
tangkapan yang diperbolehkan atau kuota untuk
tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii) -
selanjutnya disingkat SBT, kepada negara-
negara yang berafiliasi dengannya (CCSBT
2011; Rahmawati et al. 2013; Purwanto et al.
2015). Pemanfaatan kuota penangkapan SBT
oleh setiap negara afiliasi tersebut dipantau oleh
CCSBT dengan sistem yang disebut Catch
Documentation Scheme (CDS). Penerapan
sistem ini dinilai berhasil dalam mengendalikan
kegiatan penangkapan ikan sehingga stok SBT
di alam mengalami pemulihan (CCSBT 2019).

Sesuai dengan kebutuhan untuk mencari
strategi lain terkait proses perancangan sistem
pemantauan, penelitian ini dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai proses
pengembangan sistem pemantauan
pemanfaatan kuota penangkapan ikan SBT
yang kemudian diterapkan Indonesia sebagai
negara anggota CCSBT. Pembelajaran
terhadap proses tersebut merupakan bahan
yang penting dipertimbangkan dalam
perancangan strategi pengembangan sistem
pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan
ikan di WPPNRI yang akan dipimpin oleh suatu
lembaga pengelola.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan
Juni hingga November tahun 2020 dengan
kegiatan berupa pengumpulan, pengolahan dan
analisis data, serta penulisan laporan penelitian.
Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan studi pustaka. Wawancara
dilakukan kepada tujuh responden yang terlibat
langsung dalam proses pelembagaan CDS di
Indonesia melalui tatap muka langsung maupun
media seperti telepon/tele-conference.
Responden utama adalah Direktur Pengelolaan
Sumber Daya lkan, KKP. Enam responden
lainnya ditentukan dengan teknik snowball
sampling (yaitu pihak yang direkomendasikan
oleh narasumber pertama) yang terdiri dari staf
KKP (1 orang), pengusaha/asosiasi (2 orang),
peneliti dan akademisi (3 orang). Selain terlibat
langsung dalam proses pelembagaan CDS di
Indonesia, responden penelitian juga
merupakan delegasi pada pertemuan tahunan
CCSBT sehingga jumlahnya terbatas.

Studi pustaka pada penelitian ini
dilakukan dengan cara mengunjungi sumber-

sumber informasi, baik situs KKP
(www.kkp.go.id) dan CCSBT

(www.ccsbt.org) maupun sumber-sumber
lainnya yang tersedia di internet. Informasi
tentang sejarah pengembangan dan
penerapan CDS oleh CCSBT diambil dari
situs CCSBT vyang secara terbuka
menyediakan informasi berupa catatan dari
pertemuan-pertemuan yang
diselenggarakannya. Informasi tentang
proses penerapan CDS dan
permasalahannya di Indonesia diperoleh dari
situs KKP, situs CCSBT dan wawancara
dengan para responden. Jenis informasi ini
umumnya masuk dalam kategori kualitatif.

Seluruh informasi yang diperoleh
pada tahap pengumpulan data kemudian
diolah dan dianalisis dengan metode reduksi
(kemudian disebut kondensasi), penyajian
informasi dan pengambilan kesimpulan
(Febriandika dan Kurniawan 2020; Miles et
al. (2014). Penerapan metode
reduksi/kondensasi tersebut dimaksudkan
sebagai upaya memilih, meringkas,
menyederhanakan dan menata informasi
yang diperoleh agar penarikan kesimpulan
dapat dilakukan dan diverifikasi. Informasi
yang sudah direduksi/dikondensasi tadi
kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan
bagan berupa pohon masalah (problem tree
diagram) dan pohon solusi (solution tree
diagram) agar mudah dipahami dan
penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

Analisis tree diagram digunakan
untuk merancang visualisasi, baik konsep
permasalahan maupun solusinya. Tree
diagram terdiri dari pohon masalah (problem
tree diagram) dan pohon tujuan (solution tree
diagram) yang saling berkesinambungan.
Pohon masalah memberikan informasi dasar
tentang sebab dan akibat dari suatu
permasalahan. Selanjutnya, dari informasi
tersebut ditentukan tujuan sebagai solusi dari
permasalahan yang ada. Tindakan untuk
mencapai tujuan merupakan penyebab
positif atau langkah-langkah praktis yang
akan mengarah pada tercapainya tujuan.
Jika sebuah pohon masalah meliputi
penulisan penyebab dalam bentuk negatif,
maka membalikkan pohon masalah dengan
mengganti pernyataan negatif menjadi positif
akan menciptakan pohon tujuan.

Berdasarkan tree diagram ini, strategi
atau cara menyelesaikan masalah kemudian
ditentukan. Dalam penelitian ini, strategi
didefinisikan  sebagai tindakan  yang
diperlukan untuk merubah status atau
menyelesaikan masalah. Langkah pertama
dalam menganalisis informasi yang diperoleh


http://www.kkp.go.id/
http://www.ccsbt.org/

18 Marine Fisheries 13(1): 15-29, Mei 2022

adalah membuat pohon masalah yang terkait
dengan kelemahan sistem pemantauan
produksi ikan pada rantai perdagangan. Pohon
masalah CCSBT ini kemudian dijadikan dasar
untuk membuat pohon masalah sebuah
WPPNRI yang diasumsikan menghadapi
permasalahan yang sama. Selanjutnya, pohon
solusi dibuat untuk permasalahan pada
WPPNRI tersebut. Solusi untuk permasalahan
ini dijadikan bahan untuk merumuskan strategi
pengembangan sistem pemantauan
pemanfaatan kuota penangkapan ikan pada
WPPNRI tersebut.

HASIL

Proses Pengembangan CDS

Saat ini CDS sudah diterapkan sebagai
sebuah sistem di kalangan pelaku usaha,
pengelola perikanan, dan Sekretariat CCSBT,
serta perangkat keras formulir laporan dan
perangkat lunak berbasis internet dengan
prosedur yang jelas dan transparan serta sistem
sanksi. Pengembangan CDS merupakan salah
satu upaya dalam rangka melakukan monitoring
terhadap kegiatan penangkapan, pendaratan,
dan perdagangan SBT agar produksi SBT yang
dihasilkan tidak melebihi jumlah tangkapan yang
diperbolehkan. Kebutuhan untuk membatasi
jumlah tangkapan SBT karena kekhawatiran
yang serius terhadap semakin menurunnya hasil
tangkapan, sehingga memicu CCSBT untuk
mengembangkan suatu sistem pemantauan
pemanfaatan kuota penangkapan ikan.

Pengembangan sistem pemantauan
pemanfaatan kuota penangkapan SBT diawali
oleh tiga negara penggagas CCSBT, yaitu
Australia, Jepang dan Selandia Baru, yang telah
sepakat akan membatasi jumlah SBT yang
ditangkap masing-masing negara tersebut pada
tahun 1993. Pemantauan terhadap produksi ini
pada awalnya menggunakan Trade Information
Scheme (TIS) untuk memantau perdagangan
hasil tangkapan SBT. Namun, TIS tidak
mendata pendaratan dan perdagangan hasil
tangkapan SBT di dalam negeri setiap negara
tersebut. Kajian yang dilakukan terhadap pasar
SBT di Jepang dan pembesaran SBT di
Australia oleh sebuah tim independen yang
dibentuk CCSBT memberikan petunjuk bahwa
sebagian dari SBT yang diperdagangkan
berasal dari kegiatan penangkapan illegal,
unreported and unregulated (IUU fishing) yang
menyebabkan produksi SBT melebihi total
allowable catch (TAC) yang disepakati. Pada
Annual Meeting CCSBT ke 12 tahun 2005,
Australia mengajukan resolusi untuk
menerapkan CDS yang merupakan salah satu

bentuk monitoring, controlling and
surveilance (MCS), mengganti TIS yang
dianggap tidak mampu mencegah praktek
IUU fishing. CDS dibahas lebih lanjut oleh
Komite Kepatuhan (Compliance Committee)
CCSBT sebelum dibawa ke pertemuan
tahunan CCSBT. Resolusi CDS diberlakukan
mulai tanggal 1 Januari 2010. Sejak saat itu,
SBT yang tidak disertai dokumen CDS tidak
diizinkan diperdagangkan baik di pasar
domestik maupun secara ekspor/impor.
Naskah Resolusi CDS telah direvisi
beberapa kali sejak tanggal 19 Oktober 2009
dan revisi terbaru pada tanggal 17 Oktober
2019.

Pengembangan CDS oleh CCSBT
merupakan bagian dari pemecahan masalah
utama yang ditanganinya, yaitu SBT
ditangkap secara berlebihan sehingga akan
mengancam keberlanjutan industri perikanan
SBT (Gambar 1). Ada banyak faktor
penyebab masalah ini, namun beberapa hal
yang penting berkaitan dengan perilaku
negara-negara yang memiliki armada
penangkapan ikan, baik yang sengaja
menyasar SBT maupun yang mendapatkan
SBT sebagai hasil tangkapan sampingan.
Pemerintah di beberapa negara menerapkan
kepemimpinan yang kuat untuk
mengendalikan industri perikanan, namun
terdapat pula negara yang bersikap
akomodatif terhadap keinginan kalangan
industri perikanan yang berharap dapat
mengakses stok SBT semudah mungkin.

Penerapan CDS di Indonesia dan
Permasalahannya

CDS diharapkan akan dipatuhi oleh
para pelaku usaha dari negara-negara yang
berafiliasi dengan CCSBT, baik negara yang
berstatus anggota (member), cooperating
non-member maupun observer. CDS
diselenggarakan secara teratur, mulai dari
pencatatan data oleh nelayan hingga
penyerahan laporan oleh otoritas perikanan
di suatu negara. Salah satu contoh bentuk
kepatuhan Indonesia sebagai anggota
CCSBT adalah mengirimkan laporan berupa
seluruh salinan dokumen CDS yang
diterbitkan ke Sekretariat CCSBT setiap tiga
bulan untuk dikompilasi dalam database
elektronik. Tabel 1 menjelaskan proses
pembuatan laporan pemantauan SBT oleh
petugas pemantau di pelabuhan perikanan,
atasan langsungnya (yaitu kepala pelabuhan
perikanan) dan pucuk pimpinan yang ditunjuk
memimpin pembuatan laporan pemantauan
SBT di tingkat nasional di Indonesia, yaitu
Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan
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(PSDIl) - Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indonesia telah membuat komitmen untuk
menerapkan CDS dalam sepuluh tahun pertama
pada kalangan industri perikanan tuna
Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan singkat
kronologis penerapan komitmen dan
permasalahan yang dihadapi.

(1) Tahap pertama pada tahun 2010 dengan
fokus berupa pengenalan CDS kepada
kalangan industri perikanan tuna.
Pengenalan ini bertujuan agar kelompok
sasaran (dalam hal ini kalangan industri dan
petugas lapangan) memahami
tujuan/maksud CDS dan mengetahui cara
membuat laporan hasil tangkapan melalui
CDS. Sebagian nelayan menganggap bahwa
pemasangan fish tag dan pembuatan laporan
dengan CDS adalah rumit karena menambah
pekerjaan mereka. Masalah ini muncul
karena rancangan CDS tidak cukup praktis
bagi nelayan dan menuntut ketelitian tinggi.
Penyebab lain yang mendasar adalah
kurangnya kesadaran para pemangku
kepentingan (termasuk nelayan) tentang
pentingnya pelaporan hasil tangkapan. Jika
mereka sadar tentang maksudnya maka
keluhan tidak akan banyak muncul.

(2) Tahap berikutnya adalah awal penerapan
yang bertujuan agar kalangan industri
berhasil beradaptasi dengan tuntutan
penerapan CDS (berlangsung tahun 2010
hingga 2014). Kalangan industri perikanan
tuna, termasuk para nelayan, diharapkan
telah memahami maksud CDS dan mampu
membuat laporan dengan benar dan
menyerahkannya tepat waktu. Namun, masih
terjadi banyak kesalahan data yang
dilaporkan dan keterlambatan pengiriman
laporan. Masalah ini  muncul karena
minimnya supervisi atau pendampingan dari
pemerintah dan pengelola asosiasi industri
terhadap kalangan nelayan. lde perbaikan
muncul berupa pengembangan aplikasi CDS
berbasis internet meskipun pada saat itu
infrastruktur jaringan internet masih belum
memadai untuk mengakomodasi kebutuhan
sistem.

(3) Pada tahap peralihan pelaporan dari sistem
manual ke semi-online di tahun 2015,
kemampuan nelayan dalam menggunakan
CDS diharapkan telah merata dan kesalahan
data yang dilaporkan semakin sedikit
sehingga pelaporan dapat berangsur mulai
menggunakan aplikasi berbasis internet.
Namun ternyata sebagian SBT tidak dapat
dilaporkan melalui aplikasi tersebut karena

kapal nelayan artisanal Indonesia belum
didaftarkan pada Sekretariat CCSBT.

(4) Pada tahap selanjutnya (yaitu tahun 2016
dan  seterusnya), setiap kegiatan
penangkapan SBT diharapkan dapat
dilaporkan oleh kalangan industri dengan
benar. Namun ternyata masih banyak
kesalahan berupa pelanggaran prosedur
pelaporan dan human error karena
kecerobohan. Petunjuk adanya kesalahan
tersebut adalah perbedaan rincian data di
antara formulir cetak dan data yang
dimasukkan melalui aplikasi CDS.

Strategi Pengembangan Pemantauan
Kuota di WPPNRI

Mempertimbangkan adanya kemiripan
di antara CCSBT dan WPPNRI pada hal isu
pengelolaan perikanan (yaitu kelebihan
tangkap yang mengancam kelestarian
sumber daya ikan) dan hubungan di antara
stakeholder yang terlibat, pohon masalah
CCSBT pada Gambar 1 dapat dijadikan
dasar untuk membangun pohon masalah
suatu  WPPNRI (Gambar 2). Rincian
penyebab masalah di WPPNRI ini dibuat oleh
peneliti sebagai antisipasi pada kondisi
terburuk yang mungkin terjadi, yaitu kondisi
ketika setiap negara anggota CCSBT tidak
menyadari bahwa tindakan mereka masing-
masing telah memperburuk  status
kelestarian SBT. Kondisi ini dapat terjadi
pada suatu WPPNRI ketika pencatatan data
tidak dilakukan dengan baik dan statistik
perikanan lokal tidak dapat diandalkan.
Akibatnya adalah sumber daya ikan yang
diakses bersama tersebut akan terancam
kelestariannya.

Dalam pengelolaan perikanan
berbasis WPP, Lembaga Pengelola dari
suatu WPPNRI diharapkan memegang peran
sebagai pemimpin di kalangan para
pengelola perikanan dari tingkat provinsi dan
pengelola kawasan konservasi perairan.
Para pemimpin yang dimaksud dapat
berperan sesuai dengan model keterpaduan
yang diadopsi suatu WPPNRI (Tambunan
2020), kombinasi otoritas nasional dan
provinsi atau lokal diperlukan meskipun akan
berbeda-beda, tergantung sejauh mana
pengelola menekankan pendekatan yang
digunakan. Sikap dari para pengelola
perikanan tersebut dapat bermacam-macam,
mulai dari yang tidak mampu mengendalikan
perikanan hingga yang mengakomodasi
tujuan  kalangan industri  perikanan.
Kemudian, meskipun telah ada Rencana
Pengelolaan Perikanan untuk WPPNRI,
mereka mungkin saja belum menerapkannya
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karena ada keraguan tentang data perikanan
yang digunakan untuk menyusun strategi
pengelolaan.

Cara yang dapat dilakukan oleh pengelola
WPPNRI dengan masalah yang dijelaskan pada
Gambar 2 dapat dikembangkan dengan
membuat sebuah pohon solusi untuk mencapai
tujuan pengelolaan, seperti disajikan pada
Gambar 3. Salah satu tujuan generik dari

pengelolaan perikanan adalah ikan target
dimanfaatkan pada tingkat optimum, yaitu
maksimum namun berkelanjutan.  Tingkat

optimum ini mengandung pengertian bahwa
TAC harus ditentukan sesuai dengan
kemampuan pulih stok ikan (Jamal et al. 2014;
Hoshino et al. 2020). Artinya, pada kasus stok
ikan telah berkurang dan akan terancam
kelestariannya maka TAC harus dikurangi.
Risiko tinggi terjadinya penurunan potensi ikan
akan muncul jika TAC yang diadopsi Lembaga
Pengelola tetap sama seperti nilai sebelumnya.
Pada kasus lain, jika stok ikan dalam kondisi

‘baik’ maka Lembaga Pengelola harus
berhati-hati  untuk tidak serta merta
meningkatkan TAC. Oleh karena itu, nilai
potensi sumber daya ikan yang selalu
dinyatakan sebagai maximum sustainable
yield (MSY) yang selama ini dijadikan rujukan
untuk menentukan TAC tidak dapat selalu
berlaku setiap tahun karena stok ikan terkini
mungkin dalam kondisi yang mampu
memberikan  nilai  surplus  maksimum
(McGarvey et al. 2016). Penyesuaian TAC ini
memerlukan data dan informasi terkait
dengan kegiatan penangkapan ikan dan
jumlah ikan yang ditangkap yang harus
dipantau  melalui  penerapan  sistem
pemantauan hasil tangkapan. Pembahasan
tentang pengurangan atau penambahan
TAC ini telah dilakukan oleh CCSBT sebagai
suatu keputusan yang ditetapkan setiap
tahun dengan memperhatikan hasil analisis
terhadap data yang dimuat dalam CDS dari
semua negara yang berafiliasi.
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Gambar 1 Diagram representasi permasalahan yang dihadapi oleh CCSBT menurut perspektif
peneliti berdasarkan pembahasan yang terjadi di dalam CCSBT.

Tabel 1 Rangkuman jadwal pelaporan CDS untuk hasil tangkapan SBT Indonesia berdasarkan
wawancara dan SOP yang diterapkan KKP.
Tanggal terakhir penyerahan laporan yang menjadi
tanggungjawab
Kepala Pelabuhan

Jenis laporan Periode kegiatan CDS

Petugas Validasi Direktur PSDI

Bulanan satu bulan 5* 10* 15*
Kuartal 1 1 Januari - 31 Maret 30 April 30 Mei 30 Juni
Kuartal 2 1 April - 31 Juni 30 Juli 30 Agustus 30 September
Kuartal 3 1 Juli - 30 September 30 Oktober 30 November 30 Desember
Kuartal 4 1 Oktober - 31 Desember 28 Februari** 15 Maret** 30 Maret**
Tahunan 1 Januari - 31 Desember - - 30 Maret**

Keterangan: *: bulan berikut; **: tahun berikutnya
Sumber: wawancara dan SOP yang diterapkan oleh KKP
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Gambar 2 Pohon masalah penangkapan ikan target yang berlebihan di WPPNRI berdasarkan
analisis permasalahan yang terjadi di dalam CCSBT.

Pengalaman Indonesia di masa lalu
dengan statistik SBT dapat dijadikan pelajaran
untuk mengembangkan sistem pelaporan data
hasil tangkapan di suatu WPP. Sebelum tahun
2004, statistik perikanan Indonesia tidak
mencantumkan jumlah SBT yang ditangkap
(KKP 2011). Hal ini disebabkan semua jenis tuna
dicatat dalam satu kategori ikan, yaitu tuna. Hal
ini menyebabkan CCSBT kesulitan dalam
mendapatkan rekaman produksi SBT di masa
lalu. Padahal, rekaman ini sangat penting dalam
menentukan alokasi kuota penangkapan ikan
CCSBT dan negara anggota. Harapan CCSBT
terhadap data SBT Indonesia ini sudah
diungkapkan sejak Annual Meeting Ketiga pada
tahun 1996 (CCSBT 1996). Dengan demikian,
secara resmi pendataan hasil tangkapan SBT
terlambat, meskipun data SBT telah dicatat oleh
PT Perikanan Samudra Besar, Bali sejak tahun
1978 (Davis et al. 1995). Selanjutnya, data
perikanan SBT dikompilasi dalam kegiatan
kerjasama penelitian di antara Indonesia (Pusat
Penelitian Perikanan Laut) dan Australia
(CSIRO) (CCSBT 2003). Salah satu alasan

penting pendataan SBT Indonesia menjadi
prioritas CCBST adalah untuk memastikan
peran perikanan Indonesia dalam
mempengaruhi stok SBT global. Seperti

diketahui, akses dan kedekatan basis
armada penangkapan tuna Indonesia
terhadap  kawasan  pemijahan  SBT

menjadikan perikanan Indonesia tidak dapat
diabaikan oleh CCSBT (Davis et al. 1995).

Berdasarkan proses reduksi/
kondensasi informasi dari pengalaman
CCSBT dan tanggapan responden dalam
wawancara, sejumlah solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi suatu WPP
dengan masalah yang mirip dihadapi CCSBT
di masa lalu disajikan pada Gambar 3. Solusi
ini direkomendasikan untuk pengelola WPP
yang menghadapi persoalan mirip dengan
yang pernah dialami oleh CCBST di masa
lampau. Solusi ini adalah:

(1) Membangun sistem pendataan hasil
tangkapan yang dipatuhi oleh pelaku
industri penangkapan ikan;
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(2) Membangun unit kerja yang bertugas
melaksanakan pemantauan pemanfaatan
kuota penangkapan ikan;

(3) Membangun prosedur pelaporan data yang
ramah pengguna;

(4) Membuat kebijakan dan peraturan yang
efektif dan dipatuhi seluruh stakeholder;

(5) Membentuk nelayan yang jujur dan terampil
membuat laporan hasil tangkapan.

Kelima solusi di atas saling berkaitan, baik
dalam hal waktu pelaksanaannya yang
berurutan (serial) ataupun yang pelaksanannya
dapat dilakukan secara bersamaan (simultan).

Penerapan sistem pemantauan harus
dibangun dengan memperhatikan karakteristik

Marine Fisheries 13(1): 15-29, Mei 2022

dari perikanan di WPPNRI yang menjadi
sumber data yang menjadi fokus perhatian
(Bailey et al. 2016). Sistem pemantauan yang
diharapkan akan dipatuhi para pelaku industri
ini memerlukan unit kerja khusus yang akan
menjalankan sistem dan memeliharanya.
Agar sistem ini mendapat legitimasi, yaitu
pengakuan dan penghormatan dari para
pelaku usaha, maka perlu ada kebijakan dan
peraturan pendukung yang menjadi landasan
operasional sistem ini. Terakhir, mengingat
kelompok sasaran dari sistem ini adalah para
nelayan maka harus ada upaya khusus untuk
membentuk nelayan yang jujur dan terampil

membuat laporan hasil tangkapannya.
Penjelasan singkat untuk setiap solusi
berupa kegiatan-kegiatan untuk

mewujudkannya disajikan pada Tabel 2.

Industri perikanan WPP
berjalan optimum dan
berkelanjutan
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Gambar 3 Diagram representasi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh WPP dalam
menangani masalah ikan target ditangkap berlebihan.
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Tabel 2 Sejumlah solusi dan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sistem pemantauan

kuota penangkapan di suatu WPPNRI

No Solusi

Kegiatan mendukung solusi

1 Membangun sistem pendataan hasil (1) Memulai pendataan hasil tangkapan ikan di Indonesia;

tangkapan yang dipatuhi oleh
pelaku industri penangkapan ikan

(2) Menentukan kelompok/jenis ikan yang menjadi prioritas
pengelolaan dan perlu dibatasi jumlah tangkapannya; (3)

Membangun kesadaran pentingnya data penangkapan ikan;
(4) Membangun komitmen pelaku industri dan stakeholder

perikanan

2 Membangun unit kerja yang
bertugas melaksanakan
pemantauan pemanfaatan kuota
penangkapan ikan

(1) Membuat prosedur dan perangkat pelaporan hasil
tangkap; (2) Membangun sistem layanan penerimaan
laporan hasil tangkapan; (3) Membangun sistem
penyimpanan, pengolahan dan analisi laporan hasil

tangkapan; (4) Sistem penjaminan kerahasiaan laporan
hasil tangkapan

3 Membangun prosedur pelaporan
data yang ramah pengguna

(1) Membangun pemahaman tentang manfaat pelaporan
data yang akurat; (2) Membangun dukungan industri untuk

kelancaran pelaporan data; (3) Menjelaskan jenis data yang
harus dilaporkan; (4) Memberikan contoh membuat laporan
hasil tangkapan; (5) Menjelaskan konsekuensi jika tidak
membuat laporan; (6) Membangun kepatuhan untuk
melaporkan hasil tangkapan

4 Membuat kebijakan dan peraturan
yang efektif dan dipatuhi seluruh
stakeholder

5 Membentuk nelayan yang jujur dan
terampil dalam membuat laporan
hasil tangkapan

(1) Penyusunan kebijakan yang adil; (2) Pertimbangan
kondisi nyata di lapangan; (3) Perumusan sanksi bagi
pelaku Pelanggaran

(1) Pelatihan untuk nelayan tentang laporan hasil
tangkapan; (2) Penyuluhan pentingnya laporan hasil
tangkapan; (3) Supervisi dan pemantauan terhadap

kegiatan laporan hasil tangkapan.

PEMBAHASAN

Kesadaran Tentang Perikanan dalam
Krisis

Kunci keberhasilan dari CDS yang
diterapkan oleh CCSBT adalah kesadaran
kolektif tentang krisis yang terjadi pada stok
SBT (yaitu SBT ditangkap berlebihan) dan
kesadaran tentang pentingnya pencatatan
hasil tangkapan SBT. Kunci pertama ini
sangat penting dan mendorong Australia,
Jepang dan Selandia Baru untuk bekerjasama
lebih serius mengelola stok SBT. Kunci kedua
adalah dasar untuk lebih serius
mengumpulkan data agar ketiga negara dapat
mengetahui status stok SBT dan membuat
kebijakan yang tepat, seperti nilai TAC.
Meskipun kedua hal tersebut telah dibangun
oleh CCSBT, namun proses menuju
penerapan CDS yang melembaga ini berjalan
tidak mudah. Perlu waktu sekitar 10 tahun
bagi CCSBT untuk mencapai sistem CDS
yang berlaku sekarang.

Keprihatinan para stakeholder dari
setiap WPP terhadap keberlanjutan sumber
daya ikan tampaknya harus dibangun sebagai
salah satu syarat utama terciptanya tindakan

kolektif para stakeholder perikanan yang
mengarah pada keberlanjutan perikanan
tangkap. Bukti-bukti semakin berkurangnya
sumber daya ikan sangat diperlukan agar
mereka menyadari bahwa perikanan dalam
krisis dan tindakan kolektif harus dipilih, bukan
tindakan masing-masing (Jagers et al. 2020).
Sangat dimaklumi bahwa tindakan kolektif
akan dipilih jika mereka telah menilai bahwa
tindakan kolektif adalah jauh lebih efektif dan
bermanfaat  daripada  tindakan-tindakan
individual. Dalam konteks CCSBT,
stakeholder yang dimaksud adalah tiga
negara penggagas CCSBT (yaitu Australia,
Jepang dan Selandia Baru). Dalam konteks
pengelolaan perikanan di  WPPNRI,
stakeholder yang memiliki kepentingan dan
kekuatan  besar seharusnya  menjadi
penggerak utama kelestarian sumber daya
ikan untuk keberlanjutan bisnis perikanan.
Oleh karena itu, Lembaga Pengelola suatu
WPP perlu mengidentifikasi stakeholder
dengan ciri-ciri tersebut. Jika stakeholder
signifikan tersebut tidak mampu
mengidentifikasi dan/atau menyadari kondisi
sumber daya ikan yang semakin buruk, maka
Lembaga Pengelola WPP harus membangun
kesadaran mereka tentang risiko dari kegiatan
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penangkapan ikan yang tidak dikendalikan.

Kesadaran stakeholder signifikan ini
dapat timbul jika mereka “mengalami
langsung” dampak kelangkaan sumber daya
ikan atau memahami informasi atau data yang
relevan, sebagaimana mereka menanggapi
kelimpahan sumberdaya ikan, kondisi alam
dan sebagainya (Salas & Gaertner 2004).
Memperhatikan pengalaman CCSBT,
ketersediaan data merupakan salah satu titik
awal agar para stakeholder signifikan dapat
membahas perikanan dari dua perspektif
pebisnis, yaitu aspek komersial dan aspek
kelestarian objek bisnis. Mereka dapat
menanggapi informasi tentang tren
(meningkat, menurun atau stabil) dari
produksi ikan untuk menentukan tindakan
pengelolaan selanjutnya, seperti
meningkatkan produksi, mempertahankan
opsi pengelolaan terakhir atau mengendalikan
kegiatan penangkapan ikan dengan batasan
terkini.

Dalam mengembangkan strategi
untuk membangun kesadaran stakeholder
terhadap kondisi perikanan dalam krisis,
pendapat atau pandangan kalangan industri
perikanan harus didengar, baik industri
penangkapan ikan maupun industri
pascapanen. Alasan memberikan prioritas ini
diantaranya adalah untuk memastikan
dikelolanya faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja industri penangkapan ikan.
Permintaan pasar, perubahan ekologis atau
perubahan kebijakan biasanya ditanggapi
cepat oleh kalangan nelayan dalam bentuk
penyesuaian jenis ikan yang menjadi target
(target species), ukuran ikan yang ditangkap
dan dijual, perubahan spesifikasi alat
penangkapan ikan dan kelengkapan kapal
ikan dan sebagainya (Helmi & Satria 2012;
Ledee et al. 2012). Faktor lain adalah
keputusan-keputusan yang dibuat oleh
pengelola perikanan lokal yang
mengakomodasi tuntutan kalangan pelaku
usaha. Suatu pengelola perikanan lokal
mungkin akan membuat target-target produksi
dan berupaya mencapainya dengan
menerbitkan ijin penangkapan ikan kepada
para pengusaha lokal (Yuniarta et al. 2011).
Jika kebijakan yang dibuat pengelola lokal
tersebut hanya berorientasi meningkatkan
produksi tanpa memperhatikan  faktor
pembatas kelestarian maka perikanan yang
dikembangkan tersebut dapat berubah
menjadi ancaman pada kelestarian sumber
daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan.

Program penyuluhan kepada
kalangan industri dan pendampingan untuk

kalangan pemerintah (dalam hal ini pengelola
WPP) diperlukan agar mereka dapat
menanggapi, mempertanyakan, menindak-
lanjuti pendapat para stakeholder dan
menentukan pilihan strategi yang optimum
untuk para pelaku usaha penangkapan ikan
yang masih ada sekarang. Manfaat dari
penyuluhan telah dilaporkan berbentuk
perubahan perilaku meskipun kondisi sumber
daya ikan belum berubah (McDonald et al.
2020). Jika para pelaku di sektor perikanan
menganggap bisnis mereka sudah mapan
maka program penyuluhan mempunyai tugas
membangun persepsi bahwa sumber daya
ikan sedang mengalami krisis degradasi.
Upaya untuk menangani persepsi ini perlu
ditangani dengan pendekatan disiplin ilmu
sosial (Eayrs et al. 2015; Battista et al. 2018)
yang melibatkan sekelompok fasilitator.
Fasilitator tersebut dapat berasal dari
kalangan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) lokal yang mendapat pembinaan dan
supervisi dari LSM regional atau nasional
(Dellmuth et al. 2020).
Rancangan Sistem Pendataan dan
Supervisi

Penetapan kuota penangkapan ikan
atau TAC atau jumlah hasil tangkapan yang
dibolehkan (JTB) adalah management
measure yang paling populer diterapkan untuk
memastikan keberlanjutan perikanan.
Popularitas ini tidak lepas dari terminilogi
reference point. Sebagaimana telah dilakukan
oleh CCSBT, Lembaga Pengelola suatu
WPPNRI harus menetapkan batas jumlah
ikan yang boleh ditangkap, baik ketika stok
ikan sudah berstatus overfished ataupun
tidak. Lembaga tersebut harus diposisikan
pemerintah sebagai pemimpin dari sejumlah
lembaga pengelola perikanan di tingkat
provinsi. Model kepemimpinan kelembagaan
dan kebijakan dapat dirumuskan sesuai
dengan karakteristik tata kelola pemerintahan
dan isu pengelolaan. Pilihan model tersebut
terdapat dalam kontinum keterpaduan
kebijakan (Cicin-Sain & Knecht 1998;
Cucuzza et al. 2021), yaitu mulai dari
kebijakan yang terpisah  (fragmented
approach), kebijakan yang dikomunikasikan
(communication), kebijakan yang
dikoordinasikan  (coordination), kebijakan
yang diselaraskan (harmonization) hingga
kebijakan yang dilebur menjadi kebijakan
tunggal (integration).

Data dan informasi perikanan dapat
terwujud jika tersedia perangkat pencatatan
yang relevan dengan karakteristik perikanan
setempat, yaitu sesuai dengan pola kegiatan
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penangkapan ikan, sebaran pusat-pusat
pendaratan ikan dan tata niaga perikanan
dimana terjadi aliran ikan dari tangan pembeli
pertama ikan hingga konsumen akhir.
Pengembangan perangkat pencatatan data ini
sejak awal sebaiknya melibatkan para
stakeholders, seperti perwakilan Dinas
Kelautan dan Perikanan dari setiap provinsi
dan perwakilan asosiasi nelayan dan
pengusaha perikanan (Sari et al. 2021).
Stakeholders lain  yang perlu terlibat,
diantaranya yaitu Pelabuhan Perikanan untuk
dapat melakukan pengawasan dan
pembinaan izin usaha perikanan tuna longline
melalui  pelaporan  operasional usaha
perikanan (Khoerunnisa et al. 2021).
Perangkat yang dirancang harus diuji-coba
dan dievaluasi secara objektif kemudian
disempurnakan agar mudah digunakan oleh
siapapun. Perangkat tersebut harus dirancang
dengan mempertimbangkan keunikan lokal
perikanan dengan rincian data yang praktis
dan memberikan manfaat bagi para pelaku
usaha, bukan sekedar berbagi data untuk
pihak pengelola perikanan. Salah satu
manfaat tersebut misalnya mereka dapat
mengetahui kinerja usaha dari jumlah ikan
yang ditangkap, penghasilan mereka dan
biaya operasi, serta status stok ikan target
(Ramireza et al. 2017). Selain aplikasi CDS
berbasis internet untuk pelaporan hasil
tangkapan SBT, di Indonesia sudah ada
perangkat pelaporan hasil tangkapan lain
seperti OurFish (Campbell et al. 2021).
Kalangan nelayan dan pengusaha punya
pilihan tentang perangkat mana yang akan
digunakanya. Selanjutnya, pengelola
perikanan dapat mengakomodasi pilihan
perangkat tersebut.

Pengelolaan perikanan pada
prinsipnya adalah tugas kewajiban dari
pengelola perikanan, dalam hal ini di
Indonesia adalah Pemerintah Provinsi dan
Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Namun, agar kegiatan
pendataan dapat dilaksanakan dengan lancar,
maka kegiatan ini harus melibatkan para
pengusaha dan nelayan yang mampu
melaporkan hasil tangkapannya. Pelaporan
data ini perlu dilakukan secara berjenjang dan
berkala. Pelaporan berjenjang maksudnya
adalah data tersebut berasal dari sumberdata
yang paling dekat dengan nelayan yang
mendaratkan ikan. Pelaporan berkala
maksudnya adalah penyerahan laporan
secara teratur, termasuk jika tidak ada ikan
yang harus dilaporkan. Sebelum dikirim ke
sekretariat WPPNRI, validitas data pada
setiap laporan harus dicek sehingga

sekretariat WPPNRI tidak menerima data
yang bermasalah. Adopsi sistem pelaporan
dapat dikembangkan melalui strategi yang
dikaitkan dengan persyaratan perizinan untuk
kapal-kapal ikan komersil dan pendaftaran
untuk kapal-kapal nelayan dengan skala
usaha kecil. Petunjuk penggunaan instrumen
oleh nelayan dan petugas yang ingin
berpartisipasi di tingkat kabupaten harus
disediakan pengelola WPPNRI.

Pelaksanaan pendataan sebaiknya
dilaksanakan dengan pendekatan
desentralisasi kepada pihak-pihak di setiap
sentra pendaratan ikan dengan supervisi dari
Lembaga Pengelola WPPNRI. Pendekatan ini
mirip dengan praktek yang dilakukan CCSBT
dengan memberikan kepercayaan kepada
negara-negara Yyang berafiliasi dengan
CCSBT (baik anggota, Cooperating Non-
Member, maupun  negara  observer).
Desentralisasi ini tentu harus dilengkapi
dengan supervisi dari Lembaga Pengelola
WPPNRI yang bertujuan untuk membina,
mengawasi pelaksanaan untuk menghindari
penyimpangan atau penyalahgunaan, dan
memberikan penghargaan dan menerapkan
sanksi kepada pelaksana pencatatan data.
Supervisi ini dapat dilakukan dalam bentuk
pertemuan evaluasi pencatatan data
perikanan. Jika CCSBT melakukan
pertemuan tahunan (annual meeting) dengan
salah satu agenda berupa pelaksanaan
penerapan CDS untuk memantau
pemanfaatan kuota penangkapan ikan pada
setiap negara maka, sebagai analogi,
Lembaga Pengelola  WPPNRI dapat
menyelenggarakan  pertemuan  tahunan
dengan agenda serupa. Agenda tersebut
termasuk membahas konsekuensi dari
kepatuhan/ketidakpatuhan yang di antaranya
adalah terhadap alokasi hasil tangkapan yang
disepakati (CCSBT 2015). Lingkup evaluasi
pendataan ini difokuskan pada kemudahan
pelaksanaan kegiatan (atau mengidentifikasi
kendala), kelengkapan data, ketepatan
pengiriman data, kebenaran data (akurasi),
penyimpanan dan pengelolaan kerahasiaan
data.

KESIMPULAN

Pengalaman CCSBT dan Indonesia
sebagai negara anggota dapat
dipertimbangkan untuk membangun sistem
pemantauan kuota produksi di setiap WPP.
Strategi yang dikembangkan Lembaga
Pengelola suatu WPPNRI harus diprioritaskan
untuk menangani beberapa faktor penting
keberhasilan adopsi sistem pencatatan data
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penangkapan ikan, yaitu: (1) membangun
kesadaran kalangan pelaku usaha tentang
ancaman terhadap kelestarian sumber daya
ikan, (2) menyediakan data awal yang dapat
dijadikan bahan diskusi diantara kalangan
pelaku usaha dan pengelola perikanan, (3)
merancang sistem pendataan yang mudah
diterapkan oleh pelaku usaha dan pengelola
perikanan, serta (4) membina para pelaku
usaha dalam implementasi pendataan hasil
tangkapan.

SARAN

Lembaga Pengelola suatu WPPNRI
dapat mempertimbangkan dua strategi
prioritas, yaitu membangun kesadaran para
pelaku usaha dan stakeholders lain bahwa
perikanan mereka berada dalam krisis dan
menyediakan data dan informasi yang akan
dijadikan bahan pembahasan mereka dalam
memahami kondisi perikanan dan siap
berpartisipasi  dalam  pencatatan  data
penangkapan ikan. Tindakan untuk
mendukung dua strategi yang saling
berkesinambungan tersebut adalah
memastikan pendataan hasil tangkapan ikan
dilakukan dengan baik melalui beberapa
kegiatan, antara lain, membangun sistem
pendataan hasil tangkapan; membangun unit
kerja pemantauan; menyusun prosedur
pelaksanaan dan pelaporan data yang ramah
pengguna; membuat kebijakan dan peraturan;
serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan
bagi pengguna. Kedua strategi prioritas di atas
memerlukan tim fasilitator atau penyuluh
dengan pengetahuan dan keterampilan yang
spesifik untuk memfasilitasi dialog dan proses
kolektif.
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